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	PRAKATA
	1. Pengertian Wanprestasi
	Wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (2004) dalam Bella Intan & A. Ketut Sukranatha (2018) menyebutkan bahwa wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewaj...
	2. Unsur-Unsur Wanprestasi
	Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:
	“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dap...
	Dengan demikian unsur-unsur wanprestasi adalah:
	a. Ada perjanjian oleh para pihak;
	b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
	c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
	Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.
	3. Sumber Hukum Wanprestasi
	a. Pasal 1238, 1239, 1243 KUHPerdata.
	b. Timbul dari Persetujuan/perjanjian.
	4. Timbulnya Hak Menuntut Wanprestasi
	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHPerdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi).
	5. Pembuktian Dalam Gugatan
	Penggugat cukup menunjukan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar.
	6. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Wanprestasi
	a. KUHPerdata sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi.
	b. Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum).


